
I. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentaog Pembenrukan 
Daerah-Daerah Kabupatco dalam Lingkungao Propinsi Djawa 
Barat {Berita Negara Tahun J 950); 

2. Uodang-Undang NolllOr 32 Tahun 2~ rentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 20(),I 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimano telah diubah beberapa lcali. t<erok.hir 
dengan Undang·Uodaog Nomor 12 Tahun 2008 t<eotang 
Perubahan Kedua aras Undang-Uodang Nomor 32 Tabun we» 
tentang Pemerintahan Dacrah (lembaran Negara Repubb1' 
Indonesia Tahon 2008 Nomor 59. Tambahan Lembarao Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 

c. bahwa schubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan 
Daerah yaog mt-ngatur rentang Pengetotaan Llmbab Saban 
Berbahaya dan Beracun (BJ). maka unruk ~111p be,jalannya 
peJayanan kepada masyarakat dipandang pertu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Limhah Bahan 
Berbahaya dao Beracun (83). 

b. bahwa sebagai upaya pengendalian dampak linglrungan terkait 
dengan Pengetolaan Llmbab &ban Berbahaya dau Beracun 
(83) sesuai dengan kewenangan Pemcrintah Kabupatea Bekasi 
dipandang perlu diarur kercnruan mengcnai Pc:ngelolaan 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): 

a. bahwa salah satu urusan pemerintahan bidang liogkungan 
Hidup yang diarur dalam Peraturaa Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 6 tahun 200S tentang Urusao Pemedntaban Kabupaten 
Bekasi adalah Pengelolaan Limbah Bahan Bert>ahaya dan 
Beracuo(B3): 

DENGAN RAmt<\TTURAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI. 

PENG£L01A'\N LIMBAH 
BARAN BERBAHAYA DA:'I BERACUN 

TEl'l'fANG 

PERATIJRAf,, BUPATI BEKASI 
NOMOR 8TAHUN20t2 

Menglogat 

- '- 

Menimbang 

- 

SERI: 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR: 



- 9. Peraturan Memeri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 
temang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengetolaan 
Lirnbah Bahan Berbabaya dan Bcracun (BJ) serta Pengawasan 
Pcmulihan Akibat Pcncemaran l...imbah 13.lban Berbabaya dan 
Bcracun (83) oleh Pemerintah Dacrah: 

10.'Keputusan Direktur Jcnderal Perhubungao Darat Nomor 
SK.725/AJ/DRJD/200-I Tanggal 30 April 100-l tentang 
Pcngangkutao Bahan Berbahaya dan Beracco di Jalan. 

l l . Peraturan Daerah Kabupatco Bekasi Nomor 6 Tahun 200M 
tentang Urusan Pemerimaban Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Dae rah Kabuparen Bekasi Tabun 1008 Ncmor 6); 

12. Peraturan Daerah Kebupaten Bekas] Nemer 7 Tahu.o 2009 
tentang Organisas.i Perangka.1 Daerab Kabupnten Bekasi 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Bcka:.i Tahun 2009 l\omor 7). 
sebagaimana diubab dengan Peraruran Daerah Kabupatca 
Bekasi Nomor 4 Tahun 201 I (Lcmbaraa Daerab Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011 Nomor 4). 

- 

8. Peratun an Menteri N,gara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahua 
20(}.I TaoggaJ 22 Mei 2009 Tentang Tat.a Cara Perizinan 
Pcngelolaan Limbah Bahan Berbahaya dae Beracu.n: 

7. Peraturan Menleri Negara Lingk.ungan Hrdup '\;omor J Tahuo 
2007 Temang fasilitas Pengumpulan clan Pen) i.n1pan;1n 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracen di Pct.abuban: 

6. Persturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerimahan Amara Pemerintah. 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerimahan 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Rc:pubt1k lndone~ia Tahun 
2007 Nomor 82, Tarnbaban Lembarau Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 4737): 

- 

5. Pcraturan Pem-erintab .'.'lomor LS Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limb.ah Saban Berbahaya dan Beracun 
sebagaimana telah diubah terakhir <lengan reramran 
Pcmerintah Nomor 85 Tahun 1999 lcnlang Pengelolaa» 
Lirnbab Bahan Berbahaya dan Beracun (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190. Tambahan 
Lembaran Kegara RepubHk Indonesia Nomor 39 Jo): 

a, Undang - undang Nomor 12 Tahun 201 J reerang Pembentusan 
Peraruran Pcrundang:-undangan (Lembarnn Negara Repub1ik 
lndonesia Tahun 1997 :-lomor 68. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699): 

3 lJndaog-Uodang Nomor 3~ Tabun ~009 temang Perlinduagan 
dan Pengelolaan Liagkungan Hsdup (Lembaran Negara 
Republ!k Indonesia Tahun 2009 :Somor HO): 



12. Peoyimpanan limbah 83 adalab kegiatan menyimpan limbah 83 yang dilakuun oleh 
penghasit, pengurnpul, pemanfaat, peogolah clan penimbun limbab 83 dengan malL<ud 
menyirnpan sementara. 

J l. Penghasil limbah 83 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya meughasilkan limbab 
83: 

lO. Pcmbinaan adalab kegiatan yang dilaksanakan oJeh Sadan dan/atau Jnstan.~i Pembina Teknis 
untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbab BJ agar sesuai de:ngan ketentuan 
peraturan pcrundang4undangan~ 

8. Limbah Bahan Berbahaya daa Beracun yarig setanjumya disebut Llrnbah 83 adalah sisa 
suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan etau beraeun karena 
sifat darl/atau konsentraslnya <hm/atau jurnlahnya, balk secara langSUng maupun tidal:. 
Iangsung, dapat meneemarkan danlatau merusak lingl,.-uogan hidup, kesehatan, kelangsengan 

_lljdup manusia serta makhluk bidup lain. 

9. Pengetotaan limbah 83 adalah rangkaian kegiatan yang meecakup reduksi, penyimpanan, 
peugumputan, pengangkutan, pcmanfaatan, pengolahan dan penimbunan ltmbah 83: 

- 

6. lzin adalah perijinan yang diberika.o. kcpada Sadan Usaba uatuk suatu kegiaran penzman 
Ternpat Penyimpanan Semcntara limbah 83 dan Peagumpulan Llmbab 83: 

7. lnstansi Pembina Tekni-s adalab Setiep Saruan Kerja Perang.k.at Daerah lJnit Kerja Pering.kar 
Daerah yang rnemberikan Iain usah.a yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha 
sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing, 

5. Kepala Badan adalah Kcpala Sadan atau Kepala Instansi ~-.og membidangi pengelolaan 
lingkungan hidup: 

1':JSJII J 
Dalam Peratcran Bupati ini yang d:imaksud dengan: 
I. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Bekasi: 

2. Pemerintab Daerah adalah Pemerintab Kabupaten Bckasi: 

3. Bupati •do.lab 8up••i Bekasi; 

-l, Badan ~dalah Badan atau Instansi yang membi<langi pengdolaan llngkungao h.idup 
Kabupaten Oekasi: 

- 

Bagian Kesatu 
Ptngerti.an 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

PER~TURAN BIJr'ATl TE<",TANG PENGELOLAA,, 
LI.MBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACt:N (83) 

Mene1ap1<an 



14. UKL dan UPL adalah upaya pengclolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingltungan 
,encana usaha dalliatau kegiatan }'110g tidak menimbulkan dampak besat dan penting. atau 
secara tekoologi dampak pentingni•a dapat dikelola dan bersifat spesifik bai;i ma.ing-ma<ing 
jcnis usaha atau kcgiatan )'ang dikaitkan dengan dampak yang djti.mbuJ.kann)".:t. 

23. Analisis mengenai dampak lingkungao yang setsnjumya disingkai AMDAL adalah kajian 
mcngenai dampak besat dan penting suam usaha dan-atau kegiaran }'"'£ direneanakan pada 
liiigkungon bidup yang diperlukan bagi pTOS<s pengambilan leputusan tentang 
pcnyelenggaraan usaha da(Vat.au kegiatan, 

22. Pengawasan adalah kegiatan yang dtlassanakan Seema tang.sung daQ/a1au iidak Jang.sung 
okb pejabai pengawas liJJgkungan hidup d""rab (l'PUiD) untuk mcngctahui tin~t 
penataan pe.nanggu:ngj.:-iwab usaha dan/atau kegiatan terhadap li..ctcmuan peratunn 
perundaog-undan~n dau/atau persyaratan pcnzinan dalam pengelolaan limbah 83. 

21. Pengawas adal9b Pejabat Pengawas Lingkungon Hidup Oaerab (PPLHD1 yang benugas di 
lnstansi dan be.rtanggungjawab metaksenakan pengawasan pengclolaatl tiogkungan. 

2t), Badan usaha adalah suatu benruk badan tsSaba }wg melipuu perseroan lr:rtiatas. badan usaha 
milik Negara atau daerah, Iirma, koperasi, yayasan. dana pensiun, serta bentuk badan usaha 
lainnya yang dolam kegiatan usahanya ruenghasilk•n dan-arau mcngelola hmbah 83. 

19. Pcngolahan timbah 83 adalah proses unmk mengubah klrnkteristik dan komposisi limbah 
BJ untuk rnenghH~ngkan dartlatau mengu1angi .:.ifat babaya dawatau sifat racun. 

18. Pemadaata.o limbah B3 adalah suam kcgiatan perolehan kembah (recorery) danl:uau 
pcnggunaan kernbah (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang benujuaa untuk mengubah 
limbah 83 mcnjadj sesuatu produk yang dapat digunakae dan amaa b.1gi lin,gkuogan dan kesehamn m.anusia. - 

I 5. Pengangkut limbi,b 83 adalah badan usaha yang metakukan kegiatan penganglcutan limbah 
83. 

)(,. Pengangkutan limbah 133 adalah kegiatan pemiJJdahan Limooh .B3 dari p<nghasil dan_atau 
pemanfaat dan/arau pengolab ke pengumpul daolarau pemanfaat dan/areu pengolah dan,atau 
penirnbun limbah 83. 

J7. Pemanfm11 limbah B3 adalah badan usaha secara telmis mampu melakukan kf!!JJIJD 
pemantaatan limbah 83 dan dapa1 dipertanggu.ogjswabkan. 

J4. PengumpuJan limbah 83 ~~aJa kabupste.n adalah kegfai:.an mcngum;,uJ~ hmmlh ru Wri 
pengha.sil limbah 83 yang sumbemya daJam wilayah Kabupatco Bekaxi. 

13. Pcngumpul limbab B3 adalah badan usaha yang melakukan .kegiaran p<ngumpuJan deng,n 
tujuan uruuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pcngolaban dan'atau 
pemanfaai dan/>1au penimbunau limboh 133. 



Pasat S 
( l) Bupati berwenang menerbiikan izin penyhnpunan ~mcnt.at-.a limba.h 83 clan 

pcngumpulan limbah 83 Skala Kabupaten kecua)i minyak pelumas dan oli bekas, 

(2) lzin penyimpanan sememara limbah 83 dan peogumpelan limbab 83 diberikan seielah 
mendapat persctujuan AMDAL atau UKJ.,.UPL dari Bodan. 

(3) Bupali memberikan kewenangan kepado kepala Badan dalam mcncrbjtkan i:zin 
sebagairnana dimaksud dalarn ayat (!), 

(~) lzln sebagaiman» dimaksud pada ayat (I) hanya dibccikan kepada Badan Vsaba 

Bagian Kesatu 
Umum 

- 
BAB IV 

KE\VENANGAN PERJZJSA,'l 

- 

PasaJ 4 
Sasaran pelaksanaan pengelotaan limbah 83 adalab: 
a. meningkarkan kctaatan pelaku dalam pengelolaan limbah 83; 

b, berkuraognya jurnlah residu limbah 83 yang dihasilkao oleh pengJ,.lsil limbah dcngan upaya 
4{{ (rcdu.e11, reuse.recycle.dan recoveo•); 

c. mcningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah BJ: dan 

d. mcnrngkatkan pengendalian dan pengawasan lalu linras limbah BJ mulai dari samber atau 
pcnghasil sampai pada fasilitas pengelolaan <lan'ntau pembuangan akbir. 

Pasa13 
Tujuan Peraturan .Bupati ini, metiputi: 

a. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan peugeodalian kegiatan pengelolaao hrnbab 83: 

b, Sebagai upaya dalam peacegahao pencernaran dan perusakan Iingkungan, 

BAB Ill 
TUJUAN DAN SASAR.~'i 

Pasal 2 
( 1 • .Ru;utg hngkup peraruran bupati ini. melipurt 

a. lzin pcnyimpanan sernentara limbah BJ: 

b. !tin pcngumpulan limhah 03; 
c. Pcngawasan pelaksanaan sistem tang.gap darurat dan penanggulangan keeelakaan 

pengelolaan limbah 83 Skala Kabupatcn; 

(2) lzin scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b tidak termasuk minyak pelumasioli bekas, 

8.\BU 
Rl,A;'-;G U:'\G!s°l'P 



Pasal 8 

Pemilihau lokasi urnuk peuyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah 83 harus <c'OJai 
dengan reccana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, 

. 
BA<lan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah 83 wajib memiJiki; 

a. Laboraronum anaHsa dan alar analisa lim.bah 83 dilokasi kegiaian peogumpulan limbah 
83: dan 

b. Tenaga yang tcrdidik di bidang analisa dan pengelolaan limlY.dl 83. 

Pasal 7 

Pasat 6 
t I l Badan u-.aha yang. mcJakukao kegiatan penyimpanan sementara dan 'atau pengumpulan 

hmbah 83 wajih mengajukan permohonan izin kepada Bup:ui m~talui kep.,b Ba.daft. 

c~I Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana diroaksud pada ayat (!). barus 
melengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. Satinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penanggungjawab: 
b. Akte Pendlrian Perusahaan; 

c. IZiJl Mendirikan Bangunan (IMB); 
d. Surat Kctcrangan Domisili Usaha. kecuali kawasan: 
c. Peta Lokas! Tcmpar Kegiatan: 
f. Persctujuan Dokumen UKL-UPL; 

g. lzin Undang-Undang Gangguan (HO). kecuali kawasan: 
h. Uraian temang Bahan Baku dan Proses Produksi: 
,. Uraian tcntang Pengelolaan Limbah dan Ccmaran: 

J· Jumtah, Jenis, Karakteristik Limbah 83 yang akan O,kelob: 
k. Uraiao tentang Pengelolaan Lirubah 83; 

I. Surat Kesepakatan antara Penghasil dengan Pengangkut. Pcngumpul. Pengolah. 
Pemantaat, Penimbun Ltmbah 83; 

in. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat; 
u. Tata Letak Saluran Dratnase: 

o. Desain dan Lay out Tempat Penyimpanan dan/ateu Pengumpulan Limbah 83. 
(J) Formu.hr Permohonan izin sebagaimnna dimaksud pada ayat (1) ,1;...Wah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

- 

Bagian Kedua 
Tata cara Pt:rijinao 



Pasal 11 
(1) Keputusao penerbiran izin sebagaimana dimaksud dalarn pasal JO ai at (I) dilerbilkan dalam 

bcntuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Sadan. 
(2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada aya, (I). mcmuac 

a. idemhas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, ala.mat bidang usaba, nama 
pcnanggungjawab kegiatan; 

b. somber limbah 83: 

c. lokasi I area kegiatan pengelotaan limbab 83: 
d. jenis dan karaktcrisllk limbah 83: 

e. kewajiban-kewajiban yang hanrs dilalrukan oleb pemegang izin, antara lain: 

1. mematuhi jenis limbab ll3 yang disimpan!dikumpulkan: 
2. rnengikuti persyaratan penylmpanan dan/atau pengumpuJu.o hmbah 83 scsuai deogan 

peraturan perundang-undangan; 

3. mengikuti persyaratan peayimpanan dan/atau peogumpulan sesuai dengan jenis dan 
karakteristik limbah 83; 

4. mencegah tcrjadinya tum.pahao I ceceran limbah 93; 
5. mencatat neraca limbah 83: 

Pasal 10 
., (I) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimakscd dalam pasal 9 ayat (I) huruf c dapar 

berupa penerbitan izin atau penolakan permohonan izin: 
(2) Datem hal peonohonan izin sebagaimana dimaksud pada aya1 (I) belum lengkap f belum 

mcmenuhi persyaratan dan/ atau t.idak benar. maka Surat permchonan izin dikembalikan 
kcpada pemohon untuk diiengkapi: 

(3) Prosedur pencrbitan izin penyimpanae semcntara dan pcogwnpulat1 limbab 83 skala 
kabupaten rercanrum dalam Jampiran 11 Persturan Bopa1i ini, 

Bagian Ketiga 
Penerbltan J.zin 

Pasa19 
(1) Tat, c-:m peayel.,._...,,, iz:10 sehagazmm dim.llcsuJ dalam pas.,15 dilakukan melaui lahapan: 

a. pemlaran adminislrasi yam1 penilaian persyaratan kelengkapan administtasi yang 
diajukan pernohon sebagaimana dimaksud dalan, pasal 6 a)at (2). 

b. venflkasi tekni~ yailu pc:nilaian kesesuelan .i.mat.1. pcrs).1r.1.mn )an{t d.u,juk;u, 9lch 

pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) deagae kondisi uy.ua di loka.<i 
kegiaian sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilenghpi dengan 
Berita Acara; 

c. penetapan keputusan permobonan izin oleh Kepala Badan, 



Pasall5 
(l) Scriap pcngelolaan limbah 83 wajib dilaksanakan oleh Sadan Usaha. 
(2) Daerah dapat membeotuk badan layanan umum dan/atau badan usaha lainnya unruk 

melakukan pengelolaan limbah BJ. 

Pasal 1~ 
(I) Pcnghasil limbah 83 dapa, menyimpan limbah 83 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau 
pcnimbun Limbab 83. 

(2) Apabila !in.bah 83 yang dihasilkan kuraog dari 50 (lima pulub) kilogrom per hari, penghastl 
lsnbah 83 dapat menyiinpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan pcluh) 

hari sebelum mcnyerahkao kepada pengumpu! atau pemanfaat atau pengolab atau peoimbon 
limbah 83 setelah mendapar persetujuan dari Badan yang benanggungjawab terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup. 

• 

BABV 
PENANGANAN LIMB.ut BJ 

Pasall3 
Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik. dan I aiau ca:a penyimpanan dan atau 
pengcmpujan limbah B3. pemobon wajib rnengajukan permohonan izin baru. 

Pasal ll 
(1) Jangka wakru iain pcnyimpanan dan pengumpulan limba.h 83 skala kabuparea adalah selama 

5 (lima) rahun dan dapat diperpanjang, 

(2) Dalarn ha! jangka waktu izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (I). maka 
pemegangn izin wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati melaJui Sadan yang 
bcrtanggungjawat, terbadap pengelolaan lingkuugan paling Jama 1 (satu) bulan sebelum 
masa betlaku izin berakhir . 

(3) Persyaratan dan proses perpanjangan i:zin dilakukan sesuai deogan ketemuan sebagaimana 
dimaksud dalnm pasal 6 dan pasal 9. 

• 

Bagian Keempat 
Jangka Waktu dan Perpanjaogan bin 

6. ...........,., j.>np:, "utn pcoyimpallall daru "Uu p<ng,,mpolm limbah 83· 
,.. nxnyKDpa.lk.t.n la.porat1 kcgiatan penyunpanm din atau pcngwnpulan. hmbah.B:. 

r. ssttm pengawasan: 
g. masa herL.Jk'U izm. 



Pasal I 7 
(JI Pembinaan terhadap Sadan Usaha yang bergerak daJam pengelolaao bmbah 83 di Dacrab 

dilaksanakan oleh Sadan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Telnis dan Jn$.laJ1Si 
Iainnya. 

(2) Pemhinaan pcngelolaan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) meliputi : 
a. Mernasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Jimbah 83. 
b. Bimbingan teknis: dan 

c. Penjelasan mengenai prosedur peogelolaan limbah 83. 

Bagian Kesatu 
Pemblnaan 

BAB VU 
PEII-UllNA<\N DAN P.ENGAWASAK • 

Pasal 16 
(I) Seriup badan usaha yang mengbasilkan limbab 83 waj,b: 

a Melakukan .::iR (rt1duce. reuse, recycle dan r,'Cm:e,y) certi..dap Jimbsh 83 _yang 

dihasilkannya; 

b. Melakukan analisis laboratorium TCLP untuk limbab yang tidak terdaftar daJam limbah 
fJ3: 

c. Melakukan pemisahan limbah 83 dcngan sampan domesrijc 
d. Meng:isi neraca limbab sesuei dengan format yang bedaku; 

e. Mcndaparkan salinan manifest limbah 83 dari pcngangkut limbab 83: dao 

f. Menyarnpaikan laporan peugelolaan limbah 83 sekurang-kurangnya I (satu) kali dolam 
3 (1iga) bulan kepada Badan yang bertan.gguogjawab ttrbadap pengelotaan Ungkungan 
hidup . 

(2) Seriap Badan Usaha yang melakukao pengangkutan limbah 83 wajib disertai/dilengkapi 
dengan dokumen ljmbah atau manifest. 

(3) Setiap Badan Usaha yang bergerak daJam pengelolaan limbah 83 wajib memiliki standar 
operasi proscdur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifil<asi limbah 83 yang 
dihasilkao. meliputi : 
a. sistcm tanggap da.rurat; 

b. penanggutaugan kecelakaan pengelolaan limbab 83: 
c. pemulihau akibat pencemaran limbah 83. 

• 



Posal21 
(1) Badan wajib mcm.iHki srandar operasional prosedur pengawasan !')i~cm ranggap darurat 

pengelolaan limbah 83 sesuai dengan kewenangannya, 

(2) Pelaksanaan pengawasan kegiaran tanggap darurat dan penan&"lllangan kecelakaan 
dilakukan sesuai dengan stander operasional prosedur yaog berlaku. 

Bagian K~tiga 
Pengawasan. Tanggap Darurat don Penanggulangan Keeelakaan Pengelolaan Limbah ll3 

Pasa] 20 

Perugas pengawas dalam melakukan pcninjauan lapangan berwenang : 
a. Memasuki area pengelolaan bmbah 83. 

• I:>. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium opabi!a dipcrlulan: 
c. Merninia keterangan herhubuogan dengaa petaxsanacn pengawasan pengelolaae limb.ab 83~ 
d. Melnkuken pengambifan gambar kegiatan pengelolaan lunbah 83: dao 

e. Membeat berita acara basil peniniauao lapangan yang diketahu] oleh pihak kegiatan usaha 
yuns dikunjuogi. 

Pasull9 
Tu gas Peugawas sebagairoana, 'imaksud dalam pasal 18 metiputi : 
a. Melakukan inventarisasi jenis-jenis limbab yang dihasilkan oleb badan usaha; dan 

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengetoraan limbah 83 terhadap badon 
usaha yang mcnghasilkan danratau melakukan pengelotaan limbab BJ. 

Pasal 18 
( J) Pengawasan pengelotaan limbah B3 dilakukan rerhadap kegiatan u.<ah3 pcngelolaan limhah 

83. 
(2) Pcngawasan pengetolaan limbah BJ dilaksanakan oleh Badan dan dapac berkoordin,s; 

<lco.g'~n lnstansi pcmbina teknis, 

(3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada aya1 (2) terdtri dati: 
a. peegawasan langsung ke lokasi kegia.tan pengelolaan limbah BJ; dan 
b. pengawasan tidak Jangsung dengan mengevalcasi pelaporaa k:egiau.n pengelolaan 

limbah 83. 

(4) Pclaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekorang-kurangnya I (satu) kali dalam 3 
(tiga) bulan dan sewaktu-wnkru apabila diburuhkan. 

• (5) Petugas pengawas wajib mclaporkan secara tcrtulis hasu pengawasan peogelolaan limbah 
83 kepada Badan yang bertanggungjawah terhadap pengelolaan Iingkungan hidup. 

BagiauMdua 
Penga" asan 



Pasal 25 
Setfap badan usaha pengcJola lhnbah 83 yang melanggar keteutuan yang di.atur dalam Peraturan 
Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pada perundang-undangan )'ang berlaku, 

BAU LX 
SAN.KSI 

Pasal 24 
Bagan prosedur pengawasan limbah bahan berbabaya dan beracun (83) sebagaimana yang 
iercantum dalam Lampi ran II r Peraturan Bupau ini. 

PasaJ Z3 
(I) Ha.ii pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimzksud 

dalam pasal IS \ilffiJ>ai dengan pasal 22 dilaporkan kepada llupali melalui Sekresaris Daerah, 
(2) Mas)'a;akat dapJ,, ikut berperan sens dengan melaporkan setiap kcJadi'.an pcla.oggaran dalam 

• peugetotaan limbah 83 kepada Bldan )'>ng bertanggungjawab tcrhadap pengelolaao 
lingkungan hidup. 

IIAB \1U 
PELAPORAN 

Pasal 22 
( 1, Badan wujib memiliki stondar operasi-nal prosedur pengawasan pcmuliban pengelotaan 

limbah 83 sesuai dengan kewcnangannya, 

f2) Pelaksanaan pengawasan kegjatan pemulihan dilakukan sesuar dengan standar opcrasio.naJ 
proscdur yang berla\:u. 

(J) Petaksanaau pemulihan akibat penccrnaran limbab 83 menjadi lan~nu!!S j.awab sumber 
pencemar dan atau p,,ngbasil limbah. 

(4) Biaya pemulihan akibat penoemaran limbah 83 menjodi ianggungjawal> -umber pencemar 
• ddn atau penghasit rimbah. 

(5) Pelaksanaan pcmulihan menjadi 1anggungjawat, dacrah apabila : 

a. Penaoggungjawab kegiaran dinyatakan pailit berdasarkan kepurusan peng3dilan. 
b, Tidak diketahui <umber penccmar <Ian penanggungjitwab k.:~g:fratan. 

13) Prbh;,n:nu tm~ dJnuaI dao penaaggwangan uoolilian dtl;,bur; o&.:h ba&n ""'lu 
)..mg ~gluran. 

(J) Had.an dar;Jt berkoordinast dcng.a.n instansi lain p1hck (nn dalam penanganan damp.tk yan~ 
h:bih besar dan ddaktc:rtangaoi oleh sumber pencemar. 
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Pa,al26 
P~raiuran Bupan ini mulai btrlaku p•d• tanggal uiun<fungkan. 
Aglr seriap orang dap;ll mengetahuinya. memedntahl.an pengundangan Peruturae Bupatl ina 
dengan penemparannya dalam berita daerah, 


